
Musim pelaporan surat pemberitahuan atau SPT tahunan untuk tahun pajak 2025 sudah
hampir memasuki batas akhir. Sebagaimana diketahui, batas waktu pelaporan SPT Tahunan
orang pribadi jatuh pada 31 Maret dan pelaporan SPT Tahunan badan jatuh pada 30 April.
Penerimaan pajak merupakan komponen utama dalam struktur pendapatan negara Indonesia.
Untuk tahun 2025, pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak yang ambisius, yaitu
sebesar Rp2.189,3 triliun, yang mencerminkan pertumbuhan sebesar 13,9% dari proyeksi
penerimaan tahun 2024. 

Beragam upaya dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak di berbagai
sektor yaitu reformasi kebijakan pajak, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, dan
digitalisasi sistem perpajakan. Reformasi kebijakan pajak mencakup penyederhanaan tarif pajak
agar lebih adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi, implementasi pajak karbon sebagai
bagian dari upaya pengurangan emisi sekaligus menciptakan sumber penerimaan baru, serta
perbaikan regulasi dan kebijakan fiskal agar lebih adaptif terhadap perubahan ekonomi global
dan perkembangan teknologi. Dengan semakin berkembangnya ekonomi digital, pemerintah
juga berupaya untuk mengatur pajak bagi perusahaan berbasis internet guna memastikan
kontribusi mereka terhadap penerimaan negara. 

Di luar pajak, pemerintah juga mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
sebagai sumber pendapatan alternatif. Salah satu langkah yang diambil adalah peningkatan
pengawasan terhadap sektor pertambangan, minyak, dan gas bumi agar pembayaran royalti
dan pendapatan negara dari sektor ini dapat lebih optimal. Selain itu, pemerintah juga
melakukan efisiensi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang selama ini
berkontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui dividen dan keuntungan usaha.
Dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan BUMN, diharapkan
kontribusi mereka terhadap penerimaan negara dapat semakin maksimal. 

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, terdapat berbagai kendala yang harus
dihadapi, terutama dalam pelaporan pajak di tahun 2025. Digitalisasi sistem perpajakan yang
semakin kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi wajib pajak, terutama bagi pelaku Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta individu yang belum sepenuhnya terbiasa dengan
teknologi digital. Meskipun sistem e-Filing dan e-Billing telah diterapkan, masih banyak wajib
pajak yang mengalami kesulitan dalam mengakses dan memahami prosedur pelaporan pajak
secara daring. Selain itu, isu keamanan siber juga menjadi perhatian utama, mengingat
meningkatnya risiko kebocoran data pribadi dan finansial wajib pajak. Tantangan lainnya adalah
ketidakpastian regulasi perpajakan yang sering mengalami perubahan, sehingga wajib pajak
perlu terus memperbarui pemahamannya terhadap kebijakan terbaru. Tidak hanya itu, praktik
penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar dengan memanfaatkan
celah hukum juga menjadi permasalahan yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Oleh
karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan edukasi perpajakan, memperbaiki sistem
keamanan siber, serta menyederhanakan regulasi agar lebih mudah dipahami oleh seluruh
lapisan masyarakat.
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Sumber

Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah telah menerapkan
berbagai strategi, khususnya dalam optimalisasi penerimaan pajak, reformasi
sistem perpajakan, serta peningkatan PNBP. Namun, masih terdapat berbagai
tantangan yang perlu menjadi perhatian Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja
dalam pengawasan kebijakan fiskal dan perpajakan nasional. Penyederhanaan
tarif pajak dan implementasi pajak karbon merupakan langkah strategis
pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, seringnya
perubahan regulasi perpajakan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha.
Selain itu, perlu pengawasan lebih ketat terhadap PNBP, terutama dari sektor
sumber daya alam dan dividen BUMN, agar kontribusinya terhadap APBN
semakin optimal. Komisi XI DPR RI memiliki peran strategis dalam memastikan
bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya meningkatkan penerimaan
negara, tetapi juga memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat.
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Sebagai bagian dari upaya meningkatkan penerimaan negara, pemerintah juga memperkuat
kerja sama internasional dalam bidang perpajakan. Dengan menerapkan skema Automatic
Exchange of Information (AEOI) serta menjalin perjanjian perpajakan bilateral, pemerintah dapat
melacak aliran dana wajib pajak yang berada di luar negeri dan mencegah praktik penghindaran
pajak lintas batas. Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dalam
perpajakan serta memastikan bahwa seluruh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan,
berkontribusi secara adil terhadap penerimaan negara.

Secara keseluruhan, strategi pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan negara
mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan kepatuhan pajak melalui digitalisasi sistem
perpajakan, reformasi regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, hingga optimalisasi
sumber pendapatan lain seperti PNBP dan kerja sama internasional dalam perpajakan. Dengan
implementasi langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan negara dapat terus meningkat
secara berkelanjutan, sehingga pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.
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